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INTISARI

Pemerintah Daerah Kabupaten TTU melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menjalankan fungsi pengembangan
iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merubah pola
penyelenggaraan pelayanan. Identifikasi kondisi faktual mejadi kebutuhan yang
penting untuk menjadi bahan evaluasi perbaikan kualitas penyelenggaraan
pelayanan pada unit kerja ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP Kabupaten TTU.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang
menjadi kendala, diantaranya: integrasi antara perangkat daerah teknis terkait
dengan DPMPTSP belum efektif dilaksanakan, petugas layanan yang belum
dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang aplikasi Online
Single Submission (OSS), dan terkait sarana pendukung yang belum memadai.
Indikasi dari kendala-kendala diatas dapat dilihat dari pelayanan perizinan yang
seharusnya dilakukan terpadu pada kantor DPMPTSP namun dalam
pelaksanaannya pemohon harus juga mengurus kelengkapan administrasi lainnya
pada perangkat teknis terkait. Selain itu prosedur kerja internal yang tidak dimiliki
oleh DPMPTSP Kabupaten TTU juga berdampak pada kinerja organisasi untuk
mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan keadaan faktual tersebut maka dapat disimpulkan beberapa
hal berikut: pertama, penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi secara
elektronik pada DPMPTSP Kabupaten TTU belum sepenuhnya sesuai dengan
standar pelayanan sebagaimana ditetapkan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
kedua, perlu ada perencanaan strategis dengan perangkat teknis terkait untuk
menyelesaikan kendala bersama; ketiga, dibutuhkan komitmen bersama dan
dukungan pemerintah daerah melalui pengefektifan satgas percepatan berusaha.

Kata Kunci : pelayanan terpadu satu pintu, organisasi publik, pelayanan secara
elektronik, standar pelayanan publik.
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ABSTRACT

Timor Tengah Utara District Government through Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) implements function of
investment climate development and integrated one stop service. The issuance of
Government Regulation Number 24 Year 2018 about Electronic Integrated
Business Licensing Service changes the pattern of service implementation. Thus,
factual identification becomes an important need to be evaluation material in order
to improve service implementation quality in this work unit.

This research is performed to establish electronic integrated one stop
service implementation in DPMPTSP of TTU District. Field observation result
shows that there are several things that become obstacles, they are: integration
between technical regional staffs relating to DPMPTSP is not effective yet,
service staffs who have not adequately trained and educated about Online Single
Submission (OSS) application, and relating to supporting facility which have not
sufficient. The above indications can be seen from licensing service which
supposed to be conducted in DPMPTSP office with integrated but in its
implementation the applicant also have to arrange other administration
requirements to the related technical staff. Besides, internal work procedure which
is not owned by DPMPTSP also affects organizational performance to achieve
qualified service to the society.

Based on those factual conditions, it can be concluded that: firstly,
electronic integrated licensing service implementation in DPMPTSP of TTU
District is not fully in accordance with service standard as it referred in Law
25/2009 of Public Service; secondly, strategic planning with related technical
staffs to solve the problem together is needed; Thirdly, mutual commitment and
local government support is needed through the effectiveness of business
acceleration task force.

Keywords: one stop integrated service, public organization, electronic service,
public service standard.
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